
Menimbang · babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, per1u menetapkan Peraturan Bupatl 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 13 Tabun L950 tentangPembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu.kan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 82. Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan lJndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2014 Nomor 123, Tambaban Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telab diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peratura.n Pemerintab Nomor 43 tabun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YA.NO MAHA ESA 

PEDOMAN PENYlJSUNAN 
ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

NOMOR 60 TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

TENTANG 

BUPATI JEPARA 
PROVlNSI JAWA TENGAH 



PENYUSUNAN 
DESA TAHON 

PEDOMAN 
BELANJA 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
ANOGARAN 2019. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor t11 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Serita Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Belita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2018 Nomor 61 l); 

8. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraruran Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiJepara Nomor 
IO Tahun 2015 centang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nornor 28); 

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara 
[Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20); 

12. Peraturan Bupati Jepara Noroor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53): 

-2- 

Menetapkan 



(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi: 
a Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten de.ngan 

kewenangan Desa dan RKP Desa; 
b Prinsip Peayusunan APB Desa; 
c Kebijakan Penyusunan APB Desa; 
d Teknis Penyusunan APB Desa; dan 
e Hal-hal Khusus Lainnya. 

(2) Uraian pedoroan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) tercantom dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Dalam Peraruran Bupati uu yang dimaksud dengan: 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Bupati adalah Bupati Jepara. 
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bat:as wilayah yang 

berwenang unruk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui clan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintaban Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jepara. 

5. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibanru Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Dcsa. 

6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerlntah Desa 
yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban unruk menyelenggarakan 
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintab Daerah. 

7. Carik adalah Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Jepara. 
8. Perangkat Desa adalah unsur sraf yang membantu Petinggi dalam penyusunan 

kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretarial Desa, dan unsur 
pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diadahi dalam 
bentuk pelaksana teknis dan unsur kewJlayahan. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara 
demokratis. 

l 0. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

11. Pedornan Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai 
petunjuk dan arah bagi pemerintab desa dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBDesa. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalab 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. 

Pasal 1 
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(1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi lndeks Biaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada harga pasar. 

(2) Harga pasar sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Petinggi. 

Pasal 5 

(1) Harga saruan kendaraan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen 
Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dltambah biaya 
pengiriman. 

(2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleb 
penerbit dan/atau kat.alog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintab ditambah biaya pengiriman. 

(3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada 
katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/jasa Pernerintah ditambah biaya pengiriman. 

(4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak 
tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakaa 
Pengadaan Barang/jasa Pemerlntah sesual dengan harga pasar ditarnbah 
biaya pengiriman. 

(5) Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan komoditas 
lain berpedoman pada kata.Jog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman. 

(6) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Desa ditetapkan 
berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Jepara. 

(7) Biaya pengiriman sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
sesuai dengan basil negosiasi dengan Penyedia barang. 

Pasal 4 

(1) Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa berpedoman pada: 
a. Srandardisasi lndeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku 

Pemerintab Desa Tahun Anggaran 2019 berpedornan kepada Peraruran 
Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan 
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2018 Nomor 41); dan 

b. Standard.isasi lndeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah 
Desa Tahun Anggaran 2019 berpedoman kepada Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Barga Pemerintah 
Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Betita Daerah Kabuparen Jepara Tahun 
2018 Nomor 36). 

(2) Standardisasi lndeks Biaya Perjalaaaa Dinas, Honorarium dan Uang Saku 
Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan 
Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
batas tertinggl dalam rangka pelaksanaan anggaran. 

Pasal 3 
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SEKRETARIS DAERAH l{ABUPATEN JEPARA 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 31 Desembe r 2018 

Ditetapkan di Jepara 
pad a tanggal 31 Desember 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerab Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupal:i ini rnulai berlaku pada tanggal diunda.ogkan. 

Pasal 6 

(31 Standardisasi lndeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku 
Pemerintah Desa dan Standardisasi lndeks Biaya Pemeliha.raan dan 
Pengadaan Pernerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Petinggi. 
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a) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten. kewenangan Desa 
dan RKP Desa. 

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan 
Desa adalah Peraruran Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus 
selaras dengan arah kebijakan pembanguan Daerah yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2017-2022. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan 
program dan kegiatan pembangunan Daerab dengan pembangunan Desa. 
Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 harus sinkron dan 
sesuai dengan kebijakan Pemerintab Desa yang sudah ditetapkan dengan 
Peraturan Desa tentang RKP Desa Tabun Anggaran 2019_ Dimana semua 
jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ada dalam RKP Desa itu 
sendiri harus sudab ada di dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa 
masing-masing Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan. 

Penyusuoan APB Desa Tahun Anggaran 2019 wajib disusun 
berdasarkan Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang 
telah ditetapkan. berdasarkan Peraruran Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa dl Kabupaten .Jepara. 

Secara prinslp, semua jenis kegiatan yang ada dalam APB Desa. 
Tahun Anggaran 2019 adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yakni: 
1- Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintaban Desa antara Lain: 
l) Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, 

runjangan dan operaslonal pemerintahan Desa. 
2) Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa. 
3) Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, 

staristik, dan kearsipan. 
4) Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, 

dan pelaporan. 
5) Sub Bidang pertanahan, 

2. Kegiatan-kegiatan yang terdapac daJam Sub Bidang Pada Bidang 
PP-ls:ak-q-::.n~An PPmhRnOltTIQTI np~~ :IMT::1~ 1 ~;". 

KEWENANGAN DESA, DAN RKP DESA. 

URAlAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGOARAN 2019 

LAMPCRAN 
PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESATAHUN ANGOARAN 2019 
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Penyusunao APB Desa Tabun Anggaran 2019 harus memegang prinsip 
prinsip sebagai berikut: 
1. Scsuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pernerintahan di Desa 

berdasarkan bidang dan kewenangannya; 
2. Tepat waktu, sesual dengan tahapan dan jadwal yang telab ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan; 
3. Transparan, untuk memudabkan masyarakat rnengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa; 
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyara.kat; 

B. PRlNSIP PENYUSUNAN APB DESA 

6. Pengeluaraan pembiayaan. antara lain: 
1) Pembeotukan dana cadangan; dan 
2) Penyertaan modal. 

5. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalarn Sub Bidang Pada Bidang 
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
an tara Lain: 
1) Sub Bidang penanggulangan bencana. 
2) Sub Bidang keadaan darurat. 
3) Sub Bidang keadaan mendesak, 

4. Kegiaran-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa antara Lain: 
1) Sub Bidang kelautan dan perikanan. 
2) Sub Bidang pertanian dan petemakan. 
3) Sub Bidang peningkatan kapaaitas apararur desa. 
4) Sub Bidang pemberdayaan perernpuan, perlindungan anak dan 

keluarga, 
5) Sub Bidang koperasi, usaha rnikro kecil dan menengah. 
6) Sub Bidang dukungan penanaman modal. 
7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian. 

3. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara Lain; 
1) Sub Bidang ketentrarnan, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyaraka t. 
2) Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan. 
3) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga. 
4) Sub Bidang kelernbagaan masyarakat. 

1) Sub Bidang pendidikan, 
2) Sub Bidang kesehatan. 
3) Sub Bidang pekerjaan umwn dan penataan ruang, 
4) Sub Bidang Kawasan permukiman, 
SJ Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup. 
6) Sub Bidang perhubungan, komuuikasi dan infonnatika. 
7) Sub Bidang energi dan sumber daya mineral 
8j Sub Bidang Pariwisata. 
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l l Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operasional Pemeriotahan Desa (maksimal 30%) 

l 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi 
I l 02 Penvediaan Penzhasilan Tetao dan Tunlansan Peranekar nRsa 

Bidaog Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat digunakan untuk 
kegiatan sebagai berikut: 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban desa 

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pernerintah Desa dalam 
penyusunan APB Desa Tabun Anggaran 2019, terkait dengan Bidang, Sub 
Bidang dan Kegiatan adalah sebagai berikut ini; 

l. lndlkator kinerja, yaitu ukuran keberhasilao yang akan dicapai dari 
kegiatan yang direncanakan yang telah clitetapkan dalam RPJ M Desa. 
Keberhasilan indikator tersebut dirunjukan dengan pencapaian target 
indikator pembaogunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang 
diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapar tercapai. Hal ini 
diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas 
penyelenggaraao pemerintahan Desa, Pelaksa.naan Pembangunan Desa. 
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta 
Penanggulangan Bencana, Keadaao Darurat dan Mendesak Desa yang 
dilakukan oleb Pemerintah Desa. 

2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang 
akan dicapai yang berwujud Jrualitas, kuantltas, eFisiensi dao efektifitas 
pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalarn hal ini, penyusunan APB Desa 
tahun Anggaran 2019 harus sesual dengan Bidang, Sub Bidang dan 
Kegiatao yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telab 
dijabarkan dalarn RKP Desa tahun 2019. 

3. Standar satuao harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit 
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan 
Perarurao Bupati. Dalam haJ ini penyusunan APB Desa Tahun angga:ran 
2019 harus berpedoman kepada Pe:raturan Bupati Jepara tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Jepara tent.ang 
Standarisasi lndek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dao 
Biaya Pengadaao Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jepara 
Tahuo 2019. 

Penyusunan APB Desa clisusun dengan menggunakan pendekatan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pendekatan penganggaran 
berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan 
arrtara pendaoaao dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil 
serta manfaat yang diharapkan termasuk efisieosi dalam pencapaian hasil dan 
keluaran, Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada: 

C. KEBIJAKAJ'I PENYUSUNAN APB DESA 

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang 
undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya. 
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Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 
Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan 
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 
Pernbangunan/Rebabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana 
Kan Lor Desa 
Pembangunan sa.rana dan prasa.rana kantor Desa 
Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa 
Pengelolaan Aset Desa 
Pernberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai 
Desa 
Pengelolaaan Pungutan Desa non administrasi 
Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa 

l 1 07 
1 1 90 
t 1 91 

1 l 92 
1 93 

1 1 94 
1 1 95 
] 1 96 

l 2 
1 2 01 
1 2 02 
1 2 03 

1 2 90 
l 2 91 
l 2 92 
1 2 93 

2 94 
l 2 95 

t 3 

1 3 01 

l 3 02 

1 3 03 
1 3 04 

l 3 05 
l 3 90 

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 
Pelayanan adrninistrasi umum dan kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, d.11) 
Peoyusunan/Pendataan/Pemutakhuan Profil Desa [profil 
kependudukan dan poteosi desa) 
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Pemecaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 
Fasilitasi penyebarluasan infonnasi bursa tenaga kerja/ 
penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan 
penduduk dan pengklasifikasran tenaga kerja Desa 

l 3 91 Penyelenggaraan Arsip Desa 
l 3 92 Pendataan Desa 
l 3 93 Pelayanan registrasi kependudukan clan peneatatan sipil ungkat 

Desa 
L 3 94 Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian 

luar biasa 

l 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
1 04 Penyediaaa OperasionaJ Pemerintah Desa (ATK, Honorarium 

PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas/atribut, llstrik/relpon, d.11) 

1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD [Rapat-rapat, ATK, makan-rninum], 

perlengkapan perkantoran. Pakaian Seragam, perjalanan dinas. 
listrik/telpon, dll) 
Penyediaan lnsentif/OperasionaJ RT /RW 
Operasional Perkantoran 
Pemberian penghargaan puma tugas Petinggi, Perangkat Desa 
dan BPD 
Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi 
Penyediaan Tarnbahan Tunjangan Perangkat Desa 
Penyediaan Tunjangan Tarnbahan Penghasilan Petinggi 
Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkal Desa 
Penerimaan Lain Petinggi dan Perangkat Desa 
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1 5 S1.1b Bidang Pertanahan 
l 5 0 I Sertifikasi Tarrah Kas Desa 
1 5 02 Aclministrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian 

Registrasi Agenda Pertanahan] 
l S 0::\ F:u:ilif'A"1 ~Prtifil,,..,; TAn"h nnh•lr 11,1,..,.,.,,.,,.1,.,, Mic,lrin 

1 4 94 
1 4 95 
I 4 96 

l 4 93 

l 4 90 
l 4 91 
1 4 92 

1411 

l 4 10 

I 4 08 
1 4 09 

1 4 07 

l 4 05 
l 4 06 

J 4 04 

1 4 03 

l 4 02 

1 4 01 

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembaha.san 
APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes. dll .. 
bersifat regu !er) 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug 
warga, dll .. yang bersifat non-reguler sesuai keburuhan desa) 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 
(RPJ MDesa/ RKPDes,dll) 
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa 
Perubahan/LPJ APBDesa, dan .seluruh dokurnen terkait] 
Pengelolaan/ Administrasi/Jnventarisasi/Penilaiao Aset Desa 
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar 
dokumen Rencana Pembangunan/KeuanganJ 
Penyusunan Laporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa [Iaporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa 
jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi 
kepada masyarakat) 
Pengembangan Sistem Informasi Desa 
Koordinasl/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerin tahan dan 
Pembangunao Desa (Aotar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak 
Ketiga, dll) 
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemllihan 
Kepala Kewilayaban dan Pemllihan BPD (yang menjadi 
wewenang Desa) 
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman 
kontingen daJam mengikuti Lomba Desa 
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 
Pengelolaan informasi Desa 
Penyelenggaraan evaluaai tingkat perkembangan pemerintahan 
Desa 
Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga 
kemasyarakatan Desa 
Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD 
Penyelenggara.an Pemilihan Petinggi Antar Waktu 
Pengisian, penetapan, mutasi dan pernberhentian Perangkat 
Desa 

l 4 97 Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat 
Desa 

I 3 95 Pengelolaan data dan mformasi kebencanaan berskala Desa 
I 3 96 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan 

antar Desa 
1 3 97 Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin 
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I 5 04 Mediasi Konl1ik Pertanahan 
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan 
l 5 06 Adminisrrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
I 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa 
1 5 90 Penetapan dan penegasan batas Desa 
l 5 9 l Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa 
I 5 92 Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa 
I 5 93 Pemberian izin hak pengelolaan atas tanab Desa 
l 5 94 Pengelolaan Tanah kas Desa 
I 5 95 Tanah Bengkok 

5 96 Pengelolaan tanah titisara 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangao dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraruran Bupati Jepara Nomor 10 Tabun 2015 tentang Penghasilan 
Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petingg! dan 
Perangkat Desa, maka Penganggaran pembayaran penghasilan tetap 
Petinggi clan perangkat desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut: 

l) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dianggarkan dalarn 
APB Desa yang bersumber dari ADD. 

2) Pengalokasian ADD unruk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat 
Desa dianggarkan dalam APB Desa dengan menggunakan 
penghitungan sebagai berikut : 
a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Uma 

ratus juta rupiah] d.igunakan paling banyak 60% (enam puluh 
per seratus]: 

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengaa Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus 
juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500/o (lima puluh per 
seratus); 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 [tujuh ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 [sembilan ratus 
juta .rupiah] digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak. 400/o 
(empat puluh per serarus); dan 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan 
ratus Juta rupiah) digunakan antara Rp, 360.000.000,00 (tiga 
ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
300/o (tiga puluh per seratus). 

3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal ditetapkan 
dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, 
kompleksitas tugas pemerintahan, clan 1etak geografis. 

4) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa diatur sebagai 
berikut: 

-Jl- 



a- Penghasilan Teta:p Perangkat Desa selain Carik paling sedikit 
5~'o (lima puluh per serarus] dan paling banyak 60% (enam 
puluh per serarus) dari penghaatlan tetap Petinggi per bulan, 

b. Penghasilan Tetap Carik Non PNS paling sedikit 70o/o (tujuh 
puluh perserarus] dan paling banyak 80% (delapan puluh 
perseratus) dari Penghasilan Tetap Petinggi per bulan. 

5) Besaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa bila melebihi 
batas minimal penghasilan tetap, maka menggunakan batasan 30% 
(tiga puluh perseratus) dari APBDesa dengan tetap mengalokasikan 
anggaran unruk operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan 
operasional BPD serta insentifRukun Tetangga dan Rukun Warga. 

6) Ketenruan lebih lanjut mengenai besaran penghaeilan tetap Petinggi 
dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraruran Desa. 

Untuk pembayaran tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa 
ditetapkan sebagai berikut: 

1) Selain mendapat penghasilan recap, Petinggi dan Perangkat Desa 
dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa. 

2) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa berupa Tunjangan Jabatan 
Petinggi dan Perangkat Desa, 1'unjangan Carlk PNS, Tunjangan 
Kesehatan, Tunjangan Asuransi Jiwa. Tunjangan lsteri/suami, 
'J'unjangan Anak, dan Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat 
Desa, 

3) Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkar Desa diberikan kepada 
Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi 
jabatannya yang bersumber dart ADD. 

4) Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan 
berdasarkan tugas tambahan yang bersumber dari basil pengelolaan 
tanah bengkok. 

5) Pemberian mnjangan Jabaran Petinggi dan Perangkat Desa diberikan 
setiap bulan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tunjangan Jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan 
runjangan jabatan PNS eselon IV a. 

b. Tunjangan Jabatan Carik Non PNS paling tinggi sama dengan 
tunjangan jabatan PNS eselon N b. 

c. Tunjangan Jabatan Perangkal Desa lainnya paling tinggi sama 
dengan tunjangan jabatan PNS eselon V. 

d, Tunjangan Jabatan Carik PNS dapat diberikan sesuai 
kemarnpuan keuangan desa, paling sedikit same dengan 
tunjangan jabatan PNS eselon IV b. 

6) Tambahan Tunjangan cliberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa, 
bersumber dari basil pengelolaan tanah bengkok. 

7) Carik yang diangkat PNS diben'lcan Tambahan Tunjanga.n sebesar 
40010 (empat pu1uh perserarus] dari basil pengelolaan tanah. 
bengkoknya 
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8) Carik yang cliangkat PNS diberikan hak unruk memilih salab saru 
tambaban tunjangan )'ang d.ikehendakinya yanu paling sedikit sama 
dengan runjangan jabatan PNS eselon l V b a tau 40o/o (empat puluh 
perseratus) dari hast! pengelolaan tanah bengkoknya. 

9) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok dan besa.ran tambahan 
tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

l 0) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormac. 
d!berikan penghargaan berupa tali asih paling tinggi 20% (dua puluh 
perseratus) dari Penghasilan Tetapnya untuk setlap bulao dalarn 
jangka waktu yang telah ditetapkan, 

11) Penghargaan tali asih bagi Petinggi da.o Perangkat Desa juga dapat 
berasal dari basil pengelolaan tanah bengkok. 

12) Bagi Petinggi dan Perangkat Desa yang mendapatkan tambahan 
tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok, diberikan bak 
untuk memilih salah satu pengbargaan tali asih yang dikebendalci, 
yaitu berupa tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari 
Penghasilan Tetapnya untuk setiap bulan dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan atau dari basil pengelolaan tanab bengkok dalam 
jangka waktu yang telah dltetapkan. 

13) Petinggi dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis 
masa jabatan atau sebelum mencapai batas usia maksimal, dapat 
diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari 
penghasilan tetap dltambah runjangan yang diberikan kepada ahll 
warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran 
berikutnya. 

11) Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementa.ra, 
diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus] dari nilai 
tu.njangan yang seharusnya. 

12) Penjabat Petinggl menerima tunjangan sejumlah sama dengan yang 
diterirna Petinggi. 

13) Pecinggi dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

14) Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa bersumber dari ADD 
menggunakan pengbitungan sebagai berikut: 

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima 
rarus juta rupiah) digunakan paling banyak 10"/o (sepuluh per 
seratus); 

b, ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (llma ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus 
juta rupiah) digunakan antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 9% (sembilan per 
seratus); 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000.00 (tujub rarus 
TilfA MlniAh\ AAfflnAi """""" J?n Qnn nnn OM 00 l<:Pfflhilt1" ,-""'" 
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Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, 
digunakan untuk mendanai kegiatan antara lalo: 
2 1 Sub Bidang Pendidikan 
2 I 01 Penyelenggaraan PAUD/1'K/1'PA/1'KA/TPQ/Madrasah Non- 

Formal Millk Desa= (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian 
Seragam, Operasional, dst] 

2 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD. dst) 
2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Peodidikao bagi Masyarakat 

b. Bidang Pelaksanaao Pembangunan Desa 

juta rupiah) diguoakao antara Rp. 63.000.000,00 (enam puluh 
tiga juta rupiah) sampai dengan paling banyak 8o/o (delapan per 
seratus]; dan 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan 
ratus juta rupiah] digunakan antara Rp. 72.000.000,00 (tujuh 
puluh duajuta rupiah) sampai dengan paling banyak 7% (tujuh 
per seratus]. 

15) Besaran Tuojaogan Jabatan Petinggi dan Perang)cat Desa diatur 
sebagai berikut: 

a. Petinggi diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan 
keuangan desa; 

b. Sekretaris Desa cllbe:rikan paling sedikit 70°/o (tujuh puluh 
perseratus) dan paling banyak 80°/o (delapan puluh per serarus) 
dari Tunjaogan Jabatan Petinggi per bulan; dan 

c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa diberlkao paling sedlkit 
50% (lima puluh perseratus] dan paling banyak 60"/., (enam 
puluh per serarus) dari Tunjangao Jabatan Petinggi per bulan. 

16) Tambahan Tunjangan Petinggi dao Perangkai, Desa bersumber dari 
hasil pengelolaan tanah beng)cok. 

17) Ketentuao lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dan 
penggunaan basil tanah bengkok diatur dengan Peraturan Desa. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badao Permusyawaratan Desa telah 
diatur sebagai berikut: 
1) BPD mempunyai hak untuk mendapatkan biaya operasiooal 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dari dari APB Desa. 
2) Anggota BPD berhak mendapatkan runjangan dari APBDesa, 

ruojangan tersebut rneliputi Tunjangan pelaksanaan tugas dan fuogsi 
yang merupakan tunjangan kedudukan, dan Tunjangan lainnya yang 
merupakan tunjangan ki:nerja. 

3) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan 
kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. 

4) Tunjangan kinerja, dapat diberikan da1am hal terdapat penambahan 
be ban kerja dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 
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Sub Bida.ng Kesehatan 
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa 
(Obat-obatao; Tambahan lnsentif Bidan Desa/Perawat Desa; 
Penyecliaan Pelayaoan KB dan Alat Kontrasepsi bsgi Keluarga 
Miskin. dst) 
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tarnbahan, Kelas [bu 
Hamil, Kelas Lansia, lnsentif Kader Posyandu) 
Penyuluhao clan Pelatihan Biclang Kesebatan [untuk 
Masyarakat, Tenaga Kesehatan. Kader Kesehatan, dll) 
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 
Pembinaan clan Pengawasan Upaya Kesehatao Tradisiooal 
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 
Pembangunan / Rehabllitasi j Peningkaran / Pengadaan 
Sarana/Prasaraoa Posyandu/Polindes/PKD 
Pengadaan / pembangunan /pe.ngembangan / pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Kesehatan / Air 
Bersih/sanitasi/kebersiban lingkungan/jambanisasi/maodi. 
cue! kakus (MCK) 
Pengadssn I pembangunan / pengembangan / pemeliharaan 
sarana prasarana mobil/kapal motor unruk ambulance Desa. 

2 2 91 

2 2 90 

2 2 04 
2 2 05 
2 2 06 
2 2 07 
2 2 08 
2 2 09 

2 2 03 

2 2 02 

2 2 
2 2 01 

2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpust:akasn/Taman 
Bacaan Dess./ Sanggar Belajar Milik Desa ... 

2 1 05 Pemeliharaan Sarans dan Prasarana 
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa0 

2 l 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peogadaan 
Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / 
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 

2 1 07 Pembangunan / Rehabilicasi / Peningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik 
Desatt 

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan MiHk Desa (Pengadaan Buku-buku 
Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpuscakaan/Taman Bacaan 
Desa) 

2 l 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 
2 I 10 Dukungan Pe-nd.idikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 
2 1 90 Pengembangan dan pernbinaan sanggar seni dan belajar 
2 l 91 Pengadaan / pembangunan / pengembangan I pemeliharaan 

sarans prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia 
Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia 
Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya 

2 l 92 Pengadaao / pembangunan / peogembangan / perneliharaan 
sarana prasarana tarnan belajar keagamaao/buku/bahan 
bacaan I Pengelolaan perpustakaao Desa dan tarnan bacaan 

2 1 93 Pengadaan / pemba.ngunan / pengembangan / pemeliharaan 
sarans prasarana balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat 
/ sanggar seni / film dokumenter / peralatao kesenian 
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2 3 02 Pemeliharaan JaJan Llngkungan Permukiman/Gang 
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Mllik Desa 
2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, 

Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 
2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai 

Kemasyaraka tan 
2 3 07 Pemeliharaan Pemaka:man Milik Desa/Situs Bersejarah Milik 

Desa/ Petilasao Milik Desa 
2 3 08 Perneliharaan Embung Milik Desa 
2 3 09 Perneliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
2 3 l O Pembangunaa/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 

Desa 
2 3 11 Pernbangunan/Rehabilitasi/Pening,katan/Pengerasan Jalaa 

Lingkungan Permukiman/Gang 
2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 

Usaha Tani 
2 3 13 Pembangunan / Rehabilltasi / Peningkatan / Pengerasan 

J embatan Millk Desa 
2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa 

(Gorong-gorong, Selokan. Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana 
Jalan lain) 

2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkaran Balai Desa/Balai 
Kemasyarakatan 

2 3 16 Pembangunan/Rehabilltasi/Peningkatan Pemakaman Mllik 
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 

2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 
2 3 18 Penyusunan Dokurnen Perencanaan Tata Ruang Desa 
2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Pening,katan Embung Desa 
2 3 20 Pembangunan / Rehabllita.si / Peningkata.n Monumen / Gapura 

I RQ"t"-QO na#> ... 

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pemeliharaao Jalan Desa 

Pengadaan I _pembangunan / pengembaogan I pemeliharaan 
sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti 
rehabilitasi penyandang disabilitas 
Pengadaan I pembangunan I pengembangan / pemeliharaan 
sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ 
polindes/posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sa.mpel 
sa.mpel makanan 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemelfharaan 
Sarana dan Prasarana Resehatan / Air 
Bersih/sanitasi/kebersihao lingkungan/jambanisasi/mandi, 
cuci, kakus (MCK) 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / perneliharaan 
sarana prasarana mobil/kapal motor unruk ambulance Desa 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan 
sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti 
rehabilitasi penyandang disabilitas 
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Sub Bidang Kawasan Pennukiman 
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumab 
Tidak Layak Huni(RTLH) GAKI.N (pemetaan, validasi, dll) 
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
Pemeliharaan Surnber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon 
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dill 
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 
(pipanlsasi, di!) 
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Oorong-gorong, Selokan, 
Parit, cUI., diluar prasaranajalan) 

06 Pemeliharaan FasiJitasJamban Umum/MCK umum, dll 
Pemeliharaan Fasilitas PengeJolaan Sampah Desa/Permukiman 
(Penampungan, Bank Sampah, dll) 
Pemeliharaan Sistern Pernbuangan Air Lirnbah (Drainase, Air 
limbab Rumab Tangga) 
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Millk Dess 
Pembangunan/Rebabilirasi/Peningkatan Sumur Resapan 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih 
Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Su:mur 
Bor, dill 
Pembangunan I Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air 
Bersih Ire Rumah Tangga (pipanisasl, dll) 
Pembangunan / Rebabilirasi / Peningkatan Sanitasi 
Permukiman (Gorong-gorong, Selokan. Parit, dll., diluar 

2 4 13 

2 4 12 

2 4 09 
2 4 10 
2 4 Ll 

2 4 08 

2 4 07 
2 

2 4 05 

2 4 04 

2 4 02 
2 4 03 

2 4 
2 4 01 

2 3 90 Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman 
tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit 
listrik tenaga rni.krohidro/lapangan Desa / ta.man 
Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa 

2 3 91 Pembangunan/pemelibaraan sarana dan prasarana fisik 
kantor/fisik sosial/Masyara.kat/Penanggulangan Bencana Alam 

2 3 92 Pembangunan / pengembangan / pemeliharaan / pengelolaan 
saran a dan prasarana pasar Desa 

2 3 93 Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM 
Desa/penguatan permodalan BUM Desa 

2 3 94 Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala 
kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung 
Dusun/jalan sawab/gubuk pertanian 

2 3 95 pernbangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu 
penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendarat.an 
Kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang 
penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempal pelelangan 
ikan I tambak garam 

2 3 96 Pembangunan / Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan 
sarana dan prasarana Jasa dan lndustri Kedl/industri rurnah 
ta.ngga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan 
bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk 
Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang 
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Pembanguaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 
masyarakat Desa / penerangan lingkunga pemukiman I 
pedestrian / drainase Desa / selokan / tempat pembuangan 
sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan 
pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sarnpah 
Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 
alam 
Rehabilitasi dan rekonstruksi Ungkungan perumahan yang 
terkena bencana alam 
Pembangunan/Rebabilitasi rumah layak hiJru/ rumah sehat 
untuk fakir miskin 
Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 
masyarakat Desa / penerangan lingkungan pemukiman / 
pedestrian / drainase Desa / selokan / tempat pembuangan 
sampah I pengadaan gerobak sarnpah / pengadaan kendaraan 
pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah 
Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 
alam 
Rehabilitasi dan rekonstruksi Lingkungan perumahan yang 
terkena bencana alam 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
Pengelolaan Hutan Milik Desa 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 
Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Penghijauan/pelestarlan lingkungan hidup 
Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa 
Perawatan air bawah taaah / perlindungan mata air / kolam 
untuk mata air 
Pernbuatan terasering / pembersihan daerah aliran sungai / 
plesengan sungai 
Penanganan kebakaran hutan dan laban/pencegahan abrasi 
pantai/ pembangunan jalan evakuasi da!am bencana gunung 
berapi gedung pengungsian 
Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah 
Pengelolaan usaha hutan Desa 
Pembibitan tanaman panganj'penggfllngan padJ/pengsdean 
saprocli/pembukaan laban penanian/percetakan labsn 
nf'rlAniAn 

2 5 95 
2 5 96 
2 5 97 

2 5 94 

2 5 93 

2 5 90 
2 5 91 
2 5 92 

2 5 
2 5 01 
2 5 02 
2 5 03 

2 4 97 

2 4 96 

2 4 95 

2 4 94 

2 4 93 

2 4 92 

2 4 91 

2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Pentngkatan Fasilitas Jamban 
Umum/ MCK urnum, dll 

2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan 
Sampah Desa/Permukiman (Penampungan. Bank Sampah, dJIJ 

2 4 16 Pembangunan / Rehabilitasi I Peningkatan Sistem 
Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 

2 4 17 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman 
Bermain Anak Milik Desa 

2 4 90 Pembanguaan/ Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat 
untuk fakir miskin 
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Sub Bidang Pariwisata 
Pemeliharaan Sarans dan Prasa.rana Pariwisata Milik Dess 
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarans dan Prasarana 
Pariwisata Mllik Dess 
Pengembangan Pariwisata Tingkat Dess 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemellharaan 
sarans clan prasarana Dess wisata / pondok wisata / panggung 
hihltrAn I lcinq t"'rnilPrRmRka; I Inn~ ,,•:::.n,na Tns:t-k-Rn I ,'m':lhfln~ 

Sub Bidang Energi dan Su.mber Daya Mineral 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat 
Desa 
Pembangunan I Rehabilit:asi / Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 
Pengadaan I pembangunan / pengembangan I pemeliharaan 
sarana dan prasarana energl/sumber days alam/pembangkit 
listrik tenaga rnikro hidro / pembangkit listrik cenaga diesel / 
pembangkit Iistrik tenaga matahari / pemeliharaan instalasi 
biogas I jaringan distribusi tenaga listrik 
Pembangunan sarans dan prasarana Teknologi Tepat Guna 
Pengadaan / pemanfaatan / pemeliharaan penggilingan 
padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian / pencacah pakan 
tema/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa 
air I traktor mini 
Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan 
temak/kandang ternak 

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika 
Pernbuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 
Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Misal : Pembuatan 
Poster/Baliho lnformasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga 
dll) 
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Jnstalasi Komun!kasi dan 
lnformasi Lokal Desa 
Pernbangunan / Pengernbangan / pemeliharaan sarans dan 
prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/tenninal Desa 
Pembangunan / Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan 
tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan pores Desa/ jalan 
Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Dess 
antara perrnukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong 
gorong 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan 
jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan 
pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side 
Band (SSB) 

Pembangunan sarana clan prasarana usaha 
penanian/pengolahan basil penaoian/produksi usaha 
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian 
berskala produktif tingkat Desa / pemasaran produksi pertanian 
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2 8 03 
2 8 90 

2 8 
2 8 01 
2 8 02 

2 7 93 

2 7 91 
2 7 92 

2 7 90 

2 7 02 

2 7 
2 7 01 

2 6 92 

2 6 91 

2 6 90 

2 6 03 

2 6 
2 6 01 
2 6 02 

2 5 98 



0..-.. ................ - v-""··""-··-,. ... re-·-·-""' "'..a-- ,u------- 1t.A:1:,. "'--- 

Adat/Keagamaan Milik Desa 
3 2 05 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan 

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 
Pengiriman Kontingen Group Kesenlan dan Kebudayaan sebagai 
Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten 
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan 
Keagamaan (peraya.an hari. kemerdekaan, bari besar keagamaan, 
clll) tingkat Desa 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah 

Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi 
keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, 
kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, 
pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan 
kemasyarakatan lamnya 
Pembentukan tim keamanan Desa 
Pernberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa 
Fasilirasi keikutsertaan rumah rangga miskin dalarn program 
keluarga l>erencana/ketrampilan produktif bagi keluarga 
miskin/ba.ntuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah 
tangga rniskin 
Penyuluhan kepada masyarakar Desa/sosialisasi dan motivasi 
terbadap pelaksanaan bak dan kewajiban masyarakat 

3 2 04 

3 2 03 

3 2 
3 2 01 
3 2 02 

3 l 97 

3 l 94 
3 1 95 
3 1 96 

3 J 93 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
Kelompok belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 

digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain: 
3 1 Sub Bidang Ketent.eraman, Ketertiban Omum, dan Pelindungan 

Masyarakat 
3 01 Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 

(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal 
ronda/ patroli dJI) 

3 1 02 Penguatan dan Pen!ngkatan Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketertiban oleh Pemer!ntah Desa (SatUnmas desa) 

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan 
Masyarakat (dengan masyarakat / inst:ansi pernerintah daerah, 
dll) Skala Lokal Desa 

3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana SkaJa Lokal Desa 
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 
3 1 07 Pelatiban/Penyuluban/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang 

Hukum dan Pelindungan Masyarakat 
3 1 90 Pembinaan keamanan dan ketertiban 
3 1 91 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
3 1 92 Memelihara perdarnaian, menangani konflik dan melakukan 

mediasi di Desa 

permainan anak/wahana permainan outbound / raman / 
tempat penjualan tiket / rumah penginapan / angkut:an wisata 
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d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kelompok belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara 

lain digunakan untuk mendanai kegiatan : 
4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 
4 1 01 Pemeliharaan .Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 

kelembagaan 
hukum 

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 
Pembinaan Lernbaga Adat 
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 
Pembinaan PKK 
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 
Sistem organisasi mayarakat adat 
Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa 
Fas!litasi kegiatan urusan kemasyarakatan 
Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga 
Sistem organisasi masyarakat adat/pembinaan 
masyarakat/pembinaan lembaga dan 
adat/pengembangan peran masyarakat Desa 

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai 
Wakil Desa di tingkat Kecamata.n dan Kabupaten 
Penyelenggaraan pelatiban kepemudaan (Kepemudaan, 
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, cill) tingkat Desa 
Penyelenggaraan Pestival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga 
tingkat Desa 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah 
Raga Milik Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kepernudaan dan Olah Raga Milik Desa 
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 
Pembinaan pemuda clan olab raga 
Pembinaan anak usia dini 
Penmgkatan sarana dan prasarana olah raga 
Pengadaan sarana dan prasarana olab raga 
Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga 
Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa 
Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa 

Pembinaan kerukunan umat beragama 
Pembinaan kesenian dan sosial budaya 
Pembinaan Jembaga adat 
Penanganan urusan nikah, talak. cerai dan rujuk 
Pelesta.rian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan 
ketenagakerjaan 
Pembina.an kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiacan yang 
berslfat sosial serta kegiatan keagamaan 
Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan, transrnigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, 
keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian 
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3 4 
3 4 01 
3 4 02 
3 4 03 
3 4 04 
3 4 90 
3 4 91 
3 4 92 
3 4 93 
3 4 94 

3 3 06 
3 3 90 
3 3 91 
3 3 92 
3 3 93 
3 3 94 
3 3 95 
3 3 96 

3 3 05 

3 3 04 

3 3 03 

3 3 02 

3 3 
3 3 01 

3 2 96 

3 2 95 

3 2 90 
3 2 91 
3 2 92 
3 2 93 
3 2 94 



4 3 Sub BidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
4 3 01 Peningkatan kapasitas Petinggi 
4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 
4 3 90 Pelatlban bagi Petinggi / Perangkat Desa / Badan 

Permusyawaracan Desa 
4 3 91 Peningkatan Kapasitas Lernbaga Kemasyarakat Desa/ kader 

pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat 
Desa 

4 3 92 Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Petinggi, Perangkat 
Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa 

4 3 93 Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola 
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan 
Peran Masyarakat Desa/Pelestarlan gotong royong/Peningkatao 
Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan 
Partisipati!/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa 
dan/atau balai rakyat 

4 3 94 Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan 
program/kegiatan pembangunan Desa vang berkelanjull!Jl/ 
pendaraan dan penyusunan poteDSJ dan aset Desa 'profi, 
n..- /rl::un n,. .... ,.,,...,, .. ..,... n,...,, 

4 2 Sub Bidang Pertanian clan Peternakan 
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alal Produksi dan 

pengolahan pertanian, penggllingan Padi/jagung, dll) 
4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan 

pengolahan peternakan, kandang, dll) 
4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 
4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier/Sederhana 
4 2 05 Pelatlban/Bimtek/Pengenalan Tekonologl Tepat Guna untuk 

Pertanian/ Peternakan 
4 2 90 Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha 

pertanian untuk ket:ahanan pangan clan usaba pertanian tingkat 
Desa/hasil produksi usaba pertaniari/ ketahanan pangan dan 
usaha pertanian tingkat Desa 

4 2 91 Pelatlban kelompok tanl 

4 1 03 Pembangunan / Rehabilitas1 / Peningkatan Karamba/Kolaro 
Perikanan Darat Millk Desa 

4 1 04 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan 
Perikanan Sungai/Kecil Mtlik Desa 

q 1 05 Banruan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 
4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologl Tepat Guna untuk 

Perikanan DaraL/Nelayan 
4 1 90 Pelatiban perikanan/ kelompok nelayan 
4 1 91 Rehabilitasi lahan gambut/pemberslban daerah aliran sungai/ 

pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang". 

- ll - 

po hon /pembibitan hid up 4 2 92 Pelestarian llngkungan 
langka/ reboisasi 



4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga 

4 4 Ol Pelatihan/Penyuluhan Pernberdayaan Perempuan 
4 4 02 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak 
4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang 

disabilitas) 
4 4 90 Pemberclayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga dan Bina Keluarga BaJita/pembenrukan clan fasilitasi 
kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi 
forum anak desa 

4 4 91 Pemberdayaan rnasyarakat berbasis gender dan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan 
berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas 
kelompok pernerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan 
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 

4 4 92 Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit 
seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human 
Immunodeficiency Virus/ Acquired immunodeficiency syndrome, 
tuberkuJosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ 
hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan 
Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ 
perawatan kesebatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, 

4 3 95 Sosialisasi penggunaan dana Desa/pengembangan sistem 
administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data 
digital/pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang 
terbuka untuk publik/penyelenggaraan musyawarah Desa/ 
pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukao dan 
pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang 
diselenggarakan di Desa 

4 3 96 Pengembangan sistem mformasi Desa/penyebarluasan informasi 
kepada masyarakat Desa perihal hal-hal stralegis yang akan 
dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan 
musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima 
basil pembangunan Desa/pengelolaan informasi dan 
komunikasl tingkat Desa/Profil Desa/sistem inforrnasi 
Desa/koran Desa/website Desa/radio komunitas 

4 3 97 Pemantauan dan audit berbasis komunitas/pengembangan unit 
pengaduan di Desa/pengernbangan bantuan hukum dan 
paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh 
Desa/pengembangan kapasitas paralegal 
Desa/pengorganisasian melalui pembentukan clan fasilitasi 
paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga 
masyarakat Desa 

4 3 98 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi 
bencana/penyectiaan layanan informasi tenrang bencana 
alam/peJatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 
bencana alam/pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan 
bencana alam 
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4 6 Sub Bidang Dukungan Penanarnan Modal 

usaha ekonorni masyarakal 

Pemanrauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehal 
untuk peniogkatan gizi bagi balita dan anak 
sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga 
berencana/peogelolaan kegiatao rehabilitasi bagi penyandang 
disabilitas 
Pelatiban .hak-hak anak, ketrampilan pengasuban anak dao 
pedindungan Anak/pe.latihan pangan yang sehat dan amao/ 
pelatihan leader Desa untuk paogao yang sehat dan amao 
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehacan/Pembinaan 
kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 
terpad u I pelayanan kesehatan masyarakat/ penyediaan air 
bersih/pelayanan kesehatan lingkungan 
Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ banruan 
insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/bantuan insentif guru 
taman belajar keagamaan 
Peoyelenggaraan pelatibao kerja/penyelengaraan kursus seni 
budaya/bantuan pemberdayaao bidang olabraga/pelatiban 
pembuatan fllm dokumenter 
Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok 
masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian 
hantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir 
miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di 
Desa/penyelenggaraan musyawarab kelompok warga rniskin, 
warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok 
marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal 

4 5 96 

4 5 95 

4 5 94 

4 5 93 

4 5 90 
4 5 91 
4 5 92 

4 5 03 

4 5 
4 5 01 
4 5 02 

4 4 98 

4 4 97 

4 4 96 

4 4 95 

4 4 94 

4 4 93 

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Keoil dan Menengah (UMKM) 
Pelatihan Manajemen Pengelolaan l<operasi/ KUO/ UMKM 
Pengembangan Sarana Prasarana Use.ha Mikro, Kecil dan 
Menengah serta Koperasi 
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan 
Ekonomi Pedesaan Non Pertania.n 
Pemberdayaan ekonomi masya.rakat 
Pemberdayaan usaha Kecil dan [ndustrl Rumah Tangga 
Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi tingkat Desa 
Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan lasilitasi 
pelaku usaha pariwisata di Desa; 
Pernbenrukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi 
Pembentukan dan pengernbangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan 
Hutan kemasyarakataa/bur.an t·aoamao rakya,t/kemitraan 
kehutanan 

4 5 97 Pembentukan usaha ekooomi masyarakat 
4 5 98 Bantuan sarans produksi, distribusi dan pemasa.ran unruk 



___ .J _ 

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 
Perneliharaan Pasar Desa/Kios millk Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik 
Desa 
Pengembangan lndustti kecil level Desa 
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampi_ngan kelompok 
usaha ekonorni prodUktif (pengrajin, pedagang, industri rumah 
tangga, dll} 
Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat 
Desa 
Pelatihan usaba ekonomi dan Perdagaogan 
Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi 
terbarukan/pengolaban limbab petemakan untuk energi 
biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak 
goreng bekas rnenjadi biocliesel/pengelolaan pembangkit listrik 
tenaga angin 
Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa 
(Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi 
Tepat Guna untuk produksi pertani.an/pengembangan sumber 
energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan 
komunikasi/pengembanganjasa dan industri keoil 
Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Ouna/ energi 
terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan 

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembenrukan Awal 
BUM Desa] 
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan 
oleh Desa) 
Bantuan modal unruk kelornpok tani 
Pelatihan Kewirausahaan 
Peningkaran kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif 
perempuan/ kelornpok masyarakat miskin 
Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ penlngkatan 
kapasitas kelompok pemuda/pelatihao kerja dan ketrampilan 
bagi masyarakat Desa 
Pendirian Badan Usaha Millk Desa dan/atau Sadan Usaha Milik 
Desa Bersama/penyenaan modal Badan Usaha Milik Oesa 
dan/atau Sadan Usaba Milik Oesa Bersama/penguatan 
permodalan Sadan Usaha Milik Desa dan/atau Sadan Usaha 
Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi 
usaha Sadan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya 
tingkat Desa/Pengernbangan usaha Sadan Usaba Milik 
Desa/Badan Usaha Mllik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran 
Hasil Badan Usaba Milik Desa clan usaha ekonomi Jainnya 
Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkunga.n 
permukiman masyarakat Desa/sampah berskala rumab 
tangga/ sarana pengolahan air limbab 
Pengelolaan transportasi Desa/pengelolaan terminal 
Desa/pengelolaan tambatan perabu 
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1. Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait 
wakru dan tahapan penyusunan, penetapan dan pengundangan APB 
Desa. 

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan 
penerirnaan dan pengeluaran pemerintaban Desa pada tahun anggaran 
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Carik mengoordinasikan 
penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun 
berkenaan dan pedoman penyusu.nan APB Desa yang diatur dengan 
Peraturan Bupati. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan 
bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan 
tahapan sebagai berikut : 
a. Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

kepada Petinggi. 
b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disa.mpaikan Petinggi 

kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam 
musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

c. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa yang disampaikan Petinggi, Pemerintab Desa 
hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 
pengeluaran operasionaJ penyelenggaraan pemerintahan Desa 
(meliputi Penyediaan Operasional Pemetintah Desa dan Penyediaan 
Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tabun sebelumnya. 
Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar pela.ksanaan 
kegiatan. 

D. Teknis Penyusunan APB Desa 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
Kelompok belanja bidang Penanggu.langan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak desa, digunakan untuk mendanal kegiatan antara 
lain: 
5 l Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 l 00 PenanggulanganBencana 
5 2 Sub Bidang Keadaan Daru:rat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
5 3 00 Keadaan Mendesak 

4 7 95 Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala 
Desajhutan Desa/hutan Adat/lndustri air minum/industri 
pariwisata Desa/industri pengolahan ikan 

4 7 96 Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana 
olahraga/pengadaan dan penyewaan alat 
transportasi/ pengadaan clan penyewaan peralat.an pesta 

4 7 97 Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Sadan Usaha Milik 
Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi 
harga/pasar/pameran hasil usaha Sadan Usaha Milik Desa, 
usaha ekonomi masyarakat dan/arau koperasi/kerjasama 
perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak 
ketiga 

.. .c:o ... 



d. BPD dan Petinggi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa yang cliajukan Petinggi. Pembahasan 
rancangan Peraturan Oesa tentang APB Desa diselenggarakan oleh 
BPD dalam musyawarah BPO. 

c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan 
Pet:inggi dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD 
paling lambat 10 (sepuluh] hari kerja terhitung sejak rancangan 
Peraturan Desa diterirna oleh BPD. 

L Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa antara BPD dan Petinggi untuk pertama kali dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh] hari sejak pelaksanaan musyawarah internal 
BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa dilakuk.an pencatatan proses yang dituangkan dalam Berita 
Acara atau notulen musyawarah. 

g. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
antara BPD dan Petinggi tidak mencapai kata sepakat, Camai dapal 
melaksanakan fasilltasi pembahasan rancangan Peraturan Desa agar 
tercapai kata sepakat, 

h. Fasilitasi Camat dalarn pembahasan rancangan Peraturan Desa 
teatang APBDesa tetap tidak tercapai kata sepakat, maka 
musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai 
catatan permasalahan yang tidak. disepakati. 

i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat diajukan oleh 
Pet:inggi kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan 
permasalaban yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan 
evaluasi dan pembinaan. Tindaklaojut evaluasi dan pembinaan oleh 
Camat atas nama Bupati dapat berbentuk penghentian 
pembahasan, atau pembinaan untuk tindakJanjut pembahasan dan 
kesepakatan rancangan Peraruran Desa tentang APB Desa. 
Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat 
atas nama Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk Ca.mat. 

j. Atas dasar kesepakatan bersarna Petinggi dan BPD, Petinggi 
menyiapkan Rancangan Peraturan Petinggi teatang penjabaran APB 
Desa. Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Petinggi ten tang Penjabaran APBDesa. 

k. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraruran Desa tentang 
APB Desa kepada Ca.mat dengan Keputusan Bupati. Carnat 
membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ientang 
APBDesa dengan susunan keanggotaan terdiri dari : 

Ketua Cam at 
· Sekretaris : Kasi Pemberclayaan Masyarakat 
- Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Terkait 

I. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Petinggi 
kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 
dievaluasi. Carnal dalam melakukan evaluasi berpedoman pada 
Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa. 

m, Penyampaian Rancangan Peraruran Desa tentang APB Desa 
dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 

. n- 
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1) Surat Pengantar; 
2) Rancangan Pera tu ran ?etinggi tentang penjabaran APB Desa; 
3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 
4) Peraturan Desa tentang RKP Desa; 
S) Peraturan Desa rentang kewenangan berdasarkan hak asal usul 

clan kewenangan lokal berskala Desa; 
6) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika 

tersedia): 
7) Peratura.n Desa tentang Penyertaan modal (jika tersed!a); 
8) Serita Acara Hasil Musyawarab BPD; 
9) Kepunisan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa; 
10) Daftar Hadir BPD (yang telah memenuhl quorum); 
11) Daftar Hadir Pernerintah Desa dan masyarakaL 

n, Carnal dapat mengundang Petinggi dan/atau Perangkat Desa terkait 
dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam 
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Petinggi paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB 
Desa. 

o. Dalam hal Carnat tidak memberikan basil evaluasi dalam batas 
waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. 

p. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunclang-undangan yang leb!h tinggi, kepentingan umum, dan RKP 
Desa, selanjutnya Petinggi menetapkan menjadi Peraturan Desa. 

q. Dalam hal basil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraruran 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP 
Desa, Petioggi melakukan penyempumaan paling lama 20 (dua 
puluh] hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, 

r. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi 
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraruran Petinggi tentang 
Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Petinggi, Carnat 
mengusulkan pembatalan peraturan Desa tentang APB Desa kepada 
Bupati. 

s. Petinggi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan 
selanjurnya Petinggi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan 
Peraruran Petinggi dimaksud. 

l. Dalam bal pembatalan, Petinggi banya dapat melakukan pengeluaran 
rerhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 
menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyernpurnaan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan 
mendapat persetujuan Bupatl. 

u. Rancangan Peraruran Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi 
ditetapkan oleh Petioggi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan kemudian diundangkan oleh Carik dalam Lembaran Desa. 
Peraruran Desa rentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 
3 l Desember tahun anggaran sebelumnya. Petinggi menetapkan 
Rancangan Peratumn Petinggi tentang penjabaran APB Desa sebagai 
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v. Petinggi menyampaikan Peraruran Desa tentang APB Desa clan 
Peraruran Petioggi tentang penjabara.n APB Desa kepada Bupati 
paling lama 7 (tujuh) harl kerja setelah ditetapkan untuk 
diklarifikasi, 

w. Petinggi menyampaikan inforrnasi mengena.i APB Desa kepada 
masyarakat melalui media informasi. lnformasi paling sedikit 
rnemuat: APB Desa; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 
melaksanakan kegiatan; clan alamat pengaduan. 

2. Substansi APB Desa 

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk 
rnasing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk 
tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

A. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa yang ctianggarkan dalam APB Desa adalah 
semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tabun anggaranyang menjadi 
hak desa dan cidak perlu dikembalikan oleh desa dan APB Desa 
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan rnemiliki 
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa 
terdiri atas kelompok: 

1 Pendapatan Asli Desa 

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri at.as jenis : 
a. Hasil Usaha Desa: 

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa 
diantaran.ya bersumber dari basil usaha Sadan Usaha Milik 
Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit 
oriented) sehingga mampu mengha.silkan keuotungan atau 
deviden untuk meoingkatkan pendapatan asli desa. Untuk 
itu pemerirrtah desa dalam penganggarannya agar 
memperhatikan peraturan desa masing-masing teotang 
Pembentukan Sadan Usaha Milik Desa yang berpedoman 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. 

b. Hasil Aset Desa 

l:lasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan 
tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, tempat 
pemandian umurn, jaringao irigasi, dan basil aset lainnya 
sesua.i dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul clan 
kewenangan lokal be:rskala Desa. 

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan 
tanah kas Desa clan ranah bengkok agar diestimasikan 
secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 
2019. Pendapa.tan dari pasar desa dapat bersumbe.r dari 
sewa kios pasar dan basil retribusi pasar, sedangkan 
pendapatan dan ternpat pemandian umum dan jaringan 
irigasi milik desa bersumber dari retn'busi pemanfaatannya, 
Untuk 1w penggarannya agar direncanakan secara terukur 
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dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari 
realisasi pendapatan Tahun 2018. 

Khusus pendapatan dari hasil pengelolaan tanah 
bengkok yang mana sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
desa digunakan sebagai tambahan tunjangan Petinggi dan 
Perangkat Desa agar diestimasikan secara wajar dan 
rasional sesuai dengan perkiraan pendapatan tahun 2019. 
Hasil pengelolaan tanah bengkok nantinya dimasukan 
dalam Pendapatan APB Desa yang anggarannya tidak 
dimasukan dalam rekening Kas Desa namun dicacatkan 
dalarn Buku Kas Umum dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. 

c. Swadaya, Partisipasi dan Gocong-Royong 

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong 
Royong adalah peneriroaan yang berasal dari sumbangan 
masyarakat desa yang dapat berupa barang, jasa atau 
uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam 
bentuk uang dan dllaksanakan melaloi rekening desa 
dicatat sebagai pendapatan asli desa. Swadaya, Partisipasi 
dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa dilaksa.nakan 
melalui buku kas umum dan tidak dimasukan dalam 
rekeriing kas Desa. 

d. Pendapatan Asli Desa lain 

Penganggaran Pendapat.an asli Desa lain antara lain 
bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan 
pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa 
sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan 
setelah desa menetapkan peraruran desa tentang Pungutan 
Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan 
Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa 
bersama Badan Permusyawaratan Desa serta harus 
dievaluasi oleh Bupati. Besar pungutan agar disesualkan 
dengan memperhatlkan kondisi ekonomi dan kemampuan 
masyarakat setempat, 

2. Pendapatan Transfer 

Keloropok Pendapatan Transfer terdiri atas jenis : 
a. Dana Desa 

Memperhatikan ketenruan Pasal 30A ayal (J) 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20 lS tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 terrtang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. bahwa pengalokasian 
anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara 
bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa 
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Aaggaran 2018 dan Peraturao Bupati Jepara tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap 
Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019. 

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah danRetribusi Daerah 

Maksud diberikanaya dana bagian dari hasil pajak 
daerab dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah 
untuk meolngkatkan sumber pendapatan desa unruk 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
kernasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat. 

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adaJah 
untuk meolngkatkan kernampuan keuangan desa dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 
daerab digunakan untuk membiayai urusan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kernasyarakatan desa, 
pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Penganggaran pendapatan dari BHPRD untuk 
masing-masing desa ditetapkan dengan KeputusanBupati. 

c. Alokasi Dana Desa 

Penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan 
pada asumsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2018 atau 
infonnasi resmi dari Pemerintah Daerah melalui Keputusan 
Bupati tentang besar aJokasi dana ADD Tahun Anggaran 
2019. 

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Bantuan Keuangan dari Anggaran Peadapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat bersifat urnum 
dan kbusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus 
dikelola dalam APB Desa retapi tidak diterapkan dalam 
ketentuan penggunaan paling sedikit 700/o (tujub puluh 
persenJ dan paling banyak 30o/o (tiga puluh persen], 

Penganggaran pendapatan dari Banruan Reuangan 
dari Pernerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi 
resrni dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai 
besaran alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019. 

Dalam hal informasi diterirna setelah penetapan 
Peraturan Desa tentang APB Desa maka penganggarannya 
ditetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam ha! 
informasi diterima setelab penetapan Peraturan Desa 
tentang perubahan APB Desa maka penganggarannya 
ditetapkan dalam Peraturan Petinggi tentang perubaban 
APB Desa 

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan BeJanja 
D11f"rnh K::ihurmrrn .I Pns,rA 
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d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Bantuan Keuangan darl Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab Provinsi Jawa Tengab dapat bersifat umum 
dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak. dlterapkan dalarn 
ketentuan penggunaan paling sedikit 700/o (tujuh puluh 
persen] dan paling banyak30% (tiga puluh persen). 

Penganggaran pendapata.n dari Bantuan Keuangan 
dari Pernerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi 
resmi darl Pemerintah Provinsi Jawa Tengab mengenai 
besaran alokasi transfer ke desa Tahon Anggaran 2019. 

Dalam hal informasi diterima setelab penetapan 
Peraturan Desa tentang APB Desa maka pcnganggarannya 
ditetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam hal 
infonnasi diterima setelah penetapan Peraturan Dess 
tentang perubaban APB Desa maka penganggarannya 
ditetapkan dalam Peraturan Petinggi tentang perubahan 
APB Dess. 

e. Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
0RPT'Rh K~h,,n~'tP-n . f,-narc· 

Anggaran 2018 clan Peraturan Bupati Jepa:ra tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap 
Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019. 

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerab dan Retribusi Daerah 

Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak 
daerah dao retrlbusi daerab kabupaten kepada desa adalah 
untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat. 

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah 
untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Dana bagian da.ri hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah digunakan untuk membiayai urusan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan keroasyarakatan desa, 
pernberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Penganggaran pendapatan dari BHPRD untuk 
masing-masing desa ditetapkan dengan Kepucusan Bupati. 

c. Alokasi Dana Desa 

Penganggaran pendaparan dari ADD didasarkan 
pada asurnsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2018 atau 
informasi resml dari Pemerintah Daerah melalui Keputusan 
Bupati tentang besar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 
2019. 
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B. Belanja 
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 

kewajiban desa dalam l (satu) tahuo anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan Belanja Desa ini 
harus dia.rahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa 
yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak 
asal-usul dan kewenangan lok.al berskala Desa, Pedomao 
penyusunao APB Desa secara rinci menguraikao hal-hal yang harus 

Banruan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jepara dapat bersifat umum 
clan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam 
ketentuan peoggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh 
persen] dan paling banyak 30o/o (tiga puluh persen], 

Penganggaran pendapatan dari Banruan Keuangan 
dari Pemerintah Kabupaten Jepara didasarkan informasi 
resmi dari Pemerintah Ka bu paten Jepara mengenal besaran 
alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019. 

Dalam hal inforrnasi diterima setelah penetapan 
Peraturan Desa tenlaog APB Desa maka penganggarannya 
clitetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam hal 
informasi diterirna setelah penet.apan Peraturan Desa 
tentang perubahao APB Desa rnaka penganggarannya 
ditetapkan dalam Peraturan Petinggi tenlang perubahan 
APB Desa. 

f. Pendapatan Lain 

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber 
dari Pendapatan Lain terdirl atas: 
l) Penerimaan den basil kerjasama Desa; 
2) Penerimaan dari bantuan perusahan yang berlokasi di 

Desa.; 
3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbaogan dari pihak 

ketiga: Penetapan target surnbangan pihak ketiga yang 
dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam 
negeri/luar negeri, kelampok masyarakat maupun 
perorangan yang tidak mengikat dao tidak mempunyai 
konsekuensi peogeluarao atau pengurangan kewajiban 
pihak ketiga atau pemberi sumbaogan, dianggarkan 
dalaro APB Desa. 

41 Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya 
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada 
tahun anggaran berjalan. 

5) Buoga bank; dan 
61 Pendapatan lain Desa yang sah. 

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Perneriksaan 
Laporao Keuaogan Desa dan terdapat pendapatan lain 
selain yang telah disebutkan diatas rnaka dimasukkan pada 
pendapatao lain desa yang sah. 
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mehpun belanja pega:wa.i belanja barang/jasa, dan belanja modal. 
Pedoman penyusunan APB .Desa harus mengarur hal-hal yang 
memastik.an bahwa alokasi belanja dengan basil serta output yang 
akan dihasilkan dalaro suatu kegiatan adalab logis dan telah 
roemperhitungkan tingkat kernahalan serta kondisl geografis Desa. 
Desa dapat mengarur standar satuan harga yang disesuaikan dengan 
mengacu harga satuan kabupaten sebagal patokan rertinggi. Jika 
terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, 
maka Desa harus rnenyampaikan alasan yang kuat, 

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran 
dari rekening desa yang rnerupakan kewajiban desa dalam satu 
tahun anggaran dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang 
berorientasi pada pencapaian basil dari input yang direncanakan. 
Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, 
Pemerintah Desa agar berupaya rnenetapkan target capaian sesual 
dengan Reocana Pembangunan Jangka Menengab Desa dan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa. 

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam 
APB Desa Tahuo Anggaran 2019 digunakan dengan ketentuan: 

a. paling sedikit 70o/o (tujuh puluh per seratus) dari jumlah 
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanal 
penyelenggaraao Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
pemberdayaan masyarakat Desa dan Penangu]angan Bencana, 
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan 

b. paling banyak 30°/o [tiga puluh per seratus) dari jumJah 
anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja 
bidang peoyelenggaran pemerintahanan desa sub bidang 
penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatao : 

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi; 
2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 

Desa; 
3) Penyecliaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat 

Desa; 
4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium 

PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas/atribut, listrik/telpon, dll); 

SJ Penyediaan Tu.njangan BPD; 
6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan 

minum], perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, 
perjalanan dinas. listrik/telpon, dU); dan 

7) Penyediaan lnsentif/Operasional FIT/RW. 
Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggarao 

2019 dituangkan dalam naroa kegiatan berdasarkan sub bidang 
dan bidang yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja 
barang Jasa, Belanja Modal dan belanja tak terduga dengan 
ketenruan sebagai berikut. 

{11 Belanja Pegawai 



Bewan 
Belania Pnnuk /Ornir-ntmt:in Pi>rt::oni,:on 5 2 l l2 

5 2 1 09 
5 2 1 IO 
5 2 J 11 

5 2 I 07 
5 2 t 08 

06 5 2 

5 2 l 05 

5 2 1 04 

5 2 1 03 
5 2 1 02 

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang 
Perlengkapan, Belanja Jasa Honorarium, Belanja 
Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Sewa, Belanja Operasional 
Perkantoran, Belanja Pemeliharaan. dan Belanja Barang 
dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dengan 
uraian scbagai berlkut: 

5 2 Belanja Barang d.an Jasa 
5 2 l Belanja Barang Perlengkapan 
5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan 

Benda Pos 
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 
Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumab 
Tangga/Peralatan dan Baban Keberslhan 
Belanja Saban Bakar Minyak/Oas/ lsi U1ang 
Tabung Pemadam Kebakaran 
Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan - 
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 
Belanja Perlengkapan Barang Konsurnsi 
(Makan/minum) - Belanja Ba.rang Konsumsi 
Belanja Ballan/Material 
Belanja Bend era/Um bu I-um bu 1/Sµanduk 
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut 
Belanja Obat-obatan 
Belanja Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan 

(2) Belanja Barang dan Jasa 
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5 1 4 
5 4 01 
5 4 02 

5 1 3 01 
5 1 3 02 
5 l 3 03 
5 1 3 04 

5 1 3 

5 l 2 01 
5 i 2 02 
5 I 2 90-99 

5 I 
5 I I 
5 l l 01 
5 I l 02 
5 1 90-99 

5 l 2 

Belanja Pegawai terdiri dari Penghasilan Tetap dan 
1'unjangan Petinggi, Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Perangkat Desa, Ja.minan Sosial Petinggi dan Perangkat 
Desa dan Tunjangan BPD dengan uraian sebagai benkuc: 

Belanja Pegawai 
Penghasilan Tetap clan Tunjangan Petinggi 
Penghasilan Tetap Petinggi 
1'unjangan Petinggi 
Penerimaan Lain Petinggi yang Sab 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 
Desa 
Penghasilan Tetap Perangkat Desa 
Tunjangan Perangkai Desa 
Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sab 
Jaminan Sosial Petinggi dan Perangkat Desa 
Jam.inan Kesehatan Petlnggi 
Ja:minan Kesehatan Perangkat Desa 
Jaminan Ketenagakerjaan Petinggi 
Jaminan Ketenagakerjaa.n Perangkat Desa 
Tunjangan BPD 
Tunjangan Kedudukan BPD 
Tunjangan Kinerja BPD 



Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas 
Umum Desa/Operator 
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan 
Desa 
Belanja Jasa Honorarium Ahli I Profesi / 
Konsultan / Narasumber 
Belanja Jasa Honorarium Perugas 
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 
Belanja Perjalanan Dinas 
Belanja Perjalanan Dina.s Dalam Kabupaten 
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 
Belanja Kursua/ Pelatiha.n 
Belanja Jasa Sewa 
Belanja Jasa Sewa Bangunan / Gedung / 
Ruang 
Belanja Ja.sa Sewa Peralatan / Perlengkapan 
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 
Belanja Jasa Sewa Lainnya 
Belanja Operaslonal Perkantoran 
Belanja Jasa Langganan Listrik 
Belanja Jasa Langganan Air Bersih 
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat 
Kabar 
Belanja Jasa Langganan Telepon 
Belanja Jasa Langganan Internet 
Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro 
Belanja Jasa Perpanjangan Jjin/Pajak 
Belanja Ope:rasional Perkantoran Lainnya 
Belanja Pemeliharaan 
Belanja Pemellharaan Mesin dan Peralatan 
Bera! 
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
Belanja Pemeliharaan Peralatan 
Belanja Pemeliharaan Bangunan 
Belanja Pemeliharaan Jalan 
Belanja Pemellharaan Jembatan 
Belanja Pemeliharaan lrigasi/Saluran 
Sungai/Embung/Air Beraih, jaringan Air 
Limbab, Persampahan, dll) 
Belanja Pe.melibaraan Jaringan dan Instalasi 
(Listrik, Telepon, lnternet, Komunikasi, dJJ) 
Belanja Pemeliharaan Lainnya 
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan 
kepada Masyarakat 

5 2 7 01 

5 2 6 90-99 
5 2 7 

5 2 6 08 

5 2 6 02 
5 2 6 03 
5 2 6 04 
5 2 6 05 
5 2 6 06 
5 2 6 07 

5 2 5 04 
5 2 5 05 
5 2 5 06 
5 2 5 07 
5 2 5 90-99 
5 2 6 
5 2 6 01 

5 2 4 02 
5 2 4 03 
5 2 4 90-99 
5 2 5 
5 2 5 01 
5 2 5 02 
5 2 S 03 

5 2 2 05 
5 2 2 90-99 
5 2 3 
5 2 3 oi 
5 2 3 02 
5 2 3 03 
5 2 4 
5 2 4 01 

5 2 2 04 

5 2 2 03 

5 2 2 02 

5 2 I 90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 
5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 
5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang 

Melaksanakan Kegiaran 
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5 3 2 10 

5 3 2 08 
5 3 2 09 

5 3 2 05 
5 3 2 06 
5 3 2 07 

5 3 2 03 
5 3 2 04 

5 3 2 02 

5 3 I 
5 3 I 01 
5 3 1 02 

5 3 1 03 

5 3 l 04 

5 3 1 05 
5 3 1 90-99 
5 3 2 

5 3 2 01 

5 2 7 05 

5 2 7 04 

5 2 7 03 

5 2 7 02 

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran 
pengadaan bara.ng yang nilai manfaatnya lebib dari 12 (dua 
belas) bulan dan menambah aset desa. Belanja Modal 
tercliri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal 
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat, Belanja Modal Kendaraan, 
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tarnan, Belanja 
Modal Jalan/Prasarana Jalan, Belanja Modal Jembatan, 
Belanja Modal lrigasi/ Em bung/ Air Sungai/Drainase/ Afr 
Limbab/Persampaban, Belanja Modal Jaringan/lnstalasi, 
dan Belanja Modal lainnya dengan uraian sebagal berikut: 

Belanja Modal Pengadaan Tanah 
Belanja Modal Pembebasao/Pembellan Tanah 
Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim 
Tan ah 
Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan 
Sertifikat Tanah 
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan 
Tan ab 
Belanja Modal Perjalauan Pengadaan Tanah 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lai.nnya 
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alai 
Be rat 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belaoja Modal Pera.Iatan Elektronik dan Alat 
Studio 
Belanja Modal Peralatan Komputer 
Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan 
Aksesori Ruangan 
Belanja Modal Peralatan Dapur 
Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 
Belanja Modal Peralatan Rambu- 
rambu/Patok Tanah 
Belanja Modal Pera.Iatan kbusus Kesehatan 
Belanja Modal Peralatan khusus 
Pertanian/ Perika nan /Petemakan 
Belanja Modal Mesin 

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan 
bermotor/Peralatan yang diserahkan ke 
masyarakat 
Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan 
ke masyarakat 
Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat 
Miskin 
Belanja Bantuan Bibit Tanaman / Hewan I 
Ikan 

5 2 7 90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserabkan 
kepada Masyarakat Lainnya 

(3) Belanja Modal 



Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berar 
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat 
Berat Lainnya 
Belanja Modal Kendaraan 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 
Belanja Modal Angkutan Darat Tidak 
Bermotor 
Belanja Modal Kendaraan Air Berrnotor 
Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 
Belanja Modal Kendaraan Lainnya 
Belanja Modal Gedung, Bangunan clan 
Taman 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja ModaJ Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Bahan Baku 
Bela.nja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegia.tan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Bahan Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal Jem.batan 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Baban Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal lrigasi/!1:mbung/ Air Sungai / 
Drainase / Air Lirnbah f Persampahan 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Bahan Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal Jaringan/lnstalasi 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksaaakan Kegiatan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Bahan Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Bela.nja Modal lainnya 
Belanja Modal khusus Pendidikan dan 
Perpustakaan 
Belanja Modal khusus Olahraga 
Belanja Modal khusus 
Kesenian/Kebudayaan/keagamaan 
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5 3 9 02 
5 3 9 03 

5 3 8 02 
5 3 8 03 
5 3 8 04 
5 3 9 
5 3 9 01 

5 3 7 02 
5 3 7 03 
5 3 7 04 
5 3 8 
5 3 8 01 

5 3 7 01 

5 3 6 02 
5 3 6 03 
5 3 6 04 
5 3 7 

5 3 5 02 
5 3 5 03 
5 3 5 04 
5 3 6 
5 3 6 01 

5 3 4 02 
5 3 4 03 
5 3 4 04 
5 3 5 
5 3 5 01 

5 3 4 01 

5 3 3 04 
5 3 3 05 
5 3 3 90-99 
5 3 4 

5 3 3 02 
5 3 3 03 

5 3 3 
5 3 3 01 

5 3 2 11 
5 3 2 90-99 
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5 3 9 04 Belanja Modal Tumbuban/Tanaman 
5 3 9 05 Belanja Modal Hewan 
5 3 9 90-99 Belanja Modal Lainnya 

(4) Belanja Tak Terduga 
Belanja Tak Terduga hanya terdiri dari Belanja Tak 

Terduga yang digunakan khusus untuk belanja pada 
kegiatan Peoanggunalangan Bencana, eadaan Darurat clan 
Mendesak Desa dengan u raian sebagai berikut 
5 4 Belanja Tak Terduga 
5 4 l Belanja Tak Terduga 
5 4 J 01 Bclanja Tak Terduga 

C. Pem biayaan Desa 

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara 
rind hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa 
dari sisi pembiayaan, yang meliputi: 
(1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan 

kembali dana cadangan; dan 
(2) Pengeluaran pembiayaan, tercliti dari penyertaan modal dan 

penganggaran dana cadangan. 
Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pemhiayaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan dengan uraian sebagai berikut: 
6 1 Penerlmaan Pembiayaan 
6 1 I SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 1 1 01 SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
6 l 2 01 Pencairan Dana Cadangan 
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 
6 1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 
6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 
6 2 l Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 2 Penyertaan Modal Desa 
6 2 2 01 Penyerta.an Modal Desa 
6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 
6 2 9 90-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu 
cUbayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok penerimaan 
pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun sebelumnya; 
pencairan dana cadangan: dan basil penjualao kekayaan Desa yang 
dipisahkan kecuali tanah dao bangunan. SiLPA paling sedikit 
meliputi pelampauan penerimaan penda:patan terhadap belanja, 
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai 
atau lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk 
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E. Hal-hal Khusus Lainnya 
Hal-hal Khusus La.innya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan AP-8 Desa Tahun Anggaran 2019 
di Kabupaten Jepara, yakni sebagai berikut 
I. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan 

rnelalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan 
dari wilayah seternpat, dilaksanakan secara gotong royong dengan 
melibatkan partisipasi rnasyarakat unruk memperluas kesempatan kerja, 
dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

3. Cara rnengisi format APB Desa 

Cara mengisi format APB Desa Tahun 2019 pada dasamya 
mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peratu.ran Bupati 
Jepara tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mana secara umum 
adalah sebagai berikut: 
a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, 

yang clJpungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis clan Objek 
pendapatan Desa selanjutnya cliruangkan dalam penjabaran APB 
Des.a. 

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasl bidang dan klasifikasi 
ekonoml. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang clan kegiatan. 
Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, 
dan rincian objek. Objek belanja dan cincian objek belanja 
dituangkan dalam penjabaran APB Desa, 

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan 
yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan 
pengeluaran pembiayaan yang cligunakan untuk mernanfaatkan 
surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, 
jenis, dan objek. pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek 
pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa. 

Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa; 

b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa 
yang memuat paling sedikit.: 

I. jumlab modal yang disertakan: 
2. mekanlsme pengembalian modal; 
3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan: 
4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara 

kelembagaan; dan 
5. jangka waktu penyertaan modal. 

Penetapan Peraturan Desa tentang Penyenaan Modal BUM 
Desa dengan mempertimbangkan: 

a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa; 
b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan 

memperhatikan: 
I. Aspek Sumber Daya Manusia; 
2. Aspek Ekonomi; dan 
3. Aspek Sarana dan Prasarana. 



Perubahan APB Desa hanya dapat dila.k:ukan I (satu) kali daJam I 
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, Kriteria 
keadaan luar biasa adalab keadaao tidak seperti biasanya atau suatu 
kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat 
dihindarkan sebingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuban. revolusi, 
pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh 
pejabat yang berwenang. Kejadian lamnya adalab karena terjadinya 
peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik. krisis ekonomi, 
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat 
perubaban mendasar atas kebijakan Pernerintah, Pemerintah Daerab 
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa 
sebagaimana dimaksud disepakaU bersa.ma dalam Musyawarah Desa 
serta ditetapkan dengan Keputusan Petinggi yang dilaporkan kepada 
Camat atas nama Bupati, Perubahan APB Desa ditetapkan dengan 
peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani 
RKP Desa. 

Pernerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan 
Petinggi tentang perubahao peojabaran APB Desa sebelum Rancangan 
Peraruran Desa ten tang Perubahan APB Desa ditetapkan. 

Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat 
dilakukan apabila terjadi: 
a. penambaban dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan; 
b. keadaao yang menyebabkan hams segera dilakukan pergeseran 

antar objek belanja, dan 

2. Pemerintab Desa dapat rnelakukan perubahao APB Desa apabila terjadi: 
a. penambabao dan/atau pengurangan dalarn pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan; 
b. sisa pengbematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan 

tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan: 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja: 
dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

Sisa penghematan be-laoja sebagaimana dimaksud pada angka 2 
huruf b adaJab sisa atas penghematan belanja darl kegiatan yang telab 
selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum 
Perubahan APB Desa. Dalam hal anggaran sisa pengbematan belanja 
akan digunakan untuk kegiatan Jain dalam tahun berkenaan, maka 
perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan daJam Perubahan 
APB Desa. 

Dalam bal terjadi bantuan keuangan beraifat khusus disampaikan 
kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 
ditetapkan, Petinggi dapat melakukan Perubaban APB Desa yang 
ditetapkan dengan Peraturao Petinggi dan dlberitahukao kepada BPD. 
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3. Kebijakan Kabupaten Jepara terkait Pembiayaan Kegiatan Pemilihan 
Petinggi Serenta.k Oelombang m Tahun 2019 melalui APB Desa Tahun 
anggaran 2019 yairu: 
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Anggaran Penyelenggaraan 
Pernilihan Petinggi disebutkan bahwa biaya pemillhan Petlnggl 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diatur hal 
hal sebagai berikut : 

l) Anggaran biaya Pemilihan Petinggi Serenta.k Gelombang Ill 
Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara 
digunakan. antara lain untuk : 
a) Pengadaan Surat Suara; 
b) Kotak suara; 
cJ Honorarium Panitia Pemilihan; 
d) Biaya pe.lantik.an 
e) Honorarium Pengamanan (Llnmas, Polsek dan Koramil]; 
I} Sewa Sound Sistem; 
g) Perlengkapan TPS; 
h) Makan minurn rakor tingkat kecamatan; 
iJ Honorarium Panitia Pemiliban tingkac Kecamatan. 

2) Selain biaya dari APBD Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa 
dapat menganggarkan melalui APBDesa Tahun 2019 antara lain 
untuk: 
a) Rapat pembentukan panitia pemilihan; 
b) Sosialisasi dan pengumuman; 
c) Penyusunan DPS. DPT dan biaya Petugas Pendataan dan 

Pemutakhiran Data Pemilib (maksimaJ 3 (tiga) orang); 
d) Rapat penetapan calon; 
e) Rapat undian nomor urut calon; 
I} Penyediaan peralatan dan kelengkapao (yang belurn 

dianggarkan APBD Kabupa.ten); 
g) Pembuatan TPS (yang belum dianggarkan APBD 

Kabupaten); 
h) Biaya sidang anggota BPD; 
i) Biaya seleksi tertulis (apabila calon lebib darl 5 (limaJ 

orang); 
j) Biaya Petugas '!'PS; 
k) Biayakonsumsi pada had pelaksanaan: 

c. lregiatan yang belum dilaksanakan ta.bun sebelumnya dan 
menyeba.bkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 
berjalan. 

Petinggi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan 
Peraturan Petinggi centang perubahan penjabaran APB Desa dan 
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan 
rnengenai Peraturan Petinggi tentang perubahan pe.njabaran APB Desa. 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB 
Desa berlaku secara mutatis rnutandis terhadap penyusunan Peraturan 
Desa mengenai perubahan APB Desa. 



1) Biaya kegiatan, lainnya yang diperl ukan. 

b. Berdasarkan kebijakan tersebut maka Desa yang akan 
menyelenggarakan Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang m Tahun 
2019 agar menganggarkan biaya dari APB Desa tahuo anggaran 2019 
untuk memenuhi keburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
melalui Keg:iatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilpet dan 
Pemiliban BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau kegi.atan 
Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD yang masuk 
da]am Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan. Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sesuai dengan Dokumen RPJM Desa clan RKP Desa Tahun 2019. 

c. Dalam hal Desa yang melaksanakao Pemillhan Petinggi Serentak 
Oelombang m Tahun 2019 belum memasukan Kegiatan Dukungan 
Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilpet dan Pemilihan BPD (yang 
menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan 
Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD yang masuk 
daJam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahao Desa 
dalam Dokumen RPJM Desa dan/atau RJ{P Desa Tahun 2019, maka 
Pemerintah Desa agar melakukan Perubahan RPJM Desa dan/atau 
RKP Desa Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar 
dari Pernerintah. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
Kabupaten. 

d. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat 
digunakan unruk membiayai Pemilihan Petinggl Serentak Oelombang 
m Tahun 2019 adalab bersumber dari PADesa. Alokasi Dana Desa, 
Bagi l:lasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain 
Lain. 

e. Dalam hal surnber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-Lain tahun 2019 
tldak mencukupi atau tidak memungkinkan, mak:a biaya Pemilihan 
Petinggi Serentak Gelombang III Tahun 2019 dapat menggunakan 
SiLPA Tahun 2018 yang bersumber dari PADesa. AJokasl Dana Desa, 
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Reb:ibusi Daerah, Bantuan 
Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, Pendapatan Lain 
Lain dan/ atau rnenggunakan Pencairan Dana Cadangan {bagi Desa 
yang telah menga]okasikan Dana Cadangan unruk biaya Perniliban 
Petinggi). 

4. Kebijakan Kabupaten Jepara terkait pemberian tunjangan tambahan 
penghasilan sebagai bentuk pengbargaan kepada Petinggi dan/atau 
Perangkat Desa yang berakhir masajabatannya bagi Petinggi dan/atau 
berusia 60 (enam) puluh tahun bagi Perangkat Desa diatur hal-hal 
sebagai berikut : 

a. Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa 
cliberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari 
APBDesa sesuai deogan kemampuan keuangan Desa. 

b. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat 
dizunakan untuk membiavai t'IMTl~rfan nmiiincrnn 1iimhAhim 



penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Petinggi dan/atau 
Perangkat Desa adalah bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, 
Bagi Hasil Pajak clan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain-Lain 
dan/atau menggunakan Pencairan Dana Cadangan (bagi Desa yang 
telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk membiayai pernberian 
runjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan 
kepada Petinggi dan/atau Perangkat DesaJ. 

-44 - 



a. bahwa Anggarao Pendapatan clan Belanja Desa sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa centang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2019 yang disusun sesuai. dengan kebutuban 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pr:insip 
kebersamaan, efisiensi, berkeaclilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 
menclptakan la.ndasan kuat dalam melaksanakann 
pemerintahan clan pembangunan menuju masyarakat yang 
aclil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan perti:mbangan sebagaima.na dlmaksud 
dalam huruf a da.n huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 rentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahua 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 cencang Pemerint.ahan 
Daerah 11...embaran Neearn Rf'Tluhlik lnrlnnPmA TAh11n ?014 

DENOAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETlNGGJ , 

Mengingat 

Menimbang 

ANOGARAN PENDAPATAN DAN 81!:LANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

TENTANG 

PERATIJRAN DESA . 
NOMOR ... TAI-IUN 2018 

PETINGGl ... 
KABUPATEN JEPARA 

P. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 
2014 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20l5 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksaoaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014- 
tentang Desa (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor i.23, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telab diuba.h dengan 
Peraturan Pemerinta.h Nomor 47 Tabun 20 l 5 ten tang 
Perubabao Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraruran Pelaksanaan Undang-Unda.og Nomor 6 
Tabun 2014 tentaog Desa (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubaban Kedua Atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dao Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta.hun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 111 Tabun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik lodonesia Tabun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik 
lodonesia Tahun 2018 Nomor 6UJ; 

I I. Peraturao Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transrnigrasi Nomor l9 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor LO Tahun 2006 
tentaog Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubaban 
Atas Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor TO Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuaogan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 
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14 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tabun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten 
Jepa.ra Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 

15. Peratu:ran Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, clan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor I OJ sebagaimana telab 
diubah dengan Pcraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
lO Tahun 2015 rentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 
Penerlmaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi clan Perangkat Desa 
(Berita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tabun 2015 tentang 
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kbusus Desa (Serita 
Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29); 

] 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2015 Nomor 30); 

18. Peratu.ran Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retrlbusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
7) sebagaimana telab cliubah dengan Peraruran Bupati Jepara 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentangPengelolaan Dana 
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah clan Retdbusl Daerah 
Ka:bupatea Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Serita Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7): 

19. Peraruran Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53); 

20. Peratura:n Bupati Jepara Nomor 57 Tabun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2018 Nomor 58); 

21. Peraruran Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor ... ); 

22. Peraruran Bupad Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2019 (Berlta Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ... ); 

23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tahun Nomor ); 

24. Peraturan Uesa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... 
Nomor ... ); 
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Pasal 5 
(1) Pemcrintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

anggaranjenis belanja tidak terduga. 
(3) Pemerintah Desa. dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkaa dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan 
APBDesa 

Pasal 4 
Petinggi menetapkan Peraruran Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa sebagai Iandasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

a. APBDesa; 
b. daitar penyertaan modal; 
c. daftar dana cadangan; dan 
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 2 memuat 

Pasal 2 
Uraian Iebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud 
dala.m Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan 
d ari Peraruran Desa ini : 

Rp .. 
Ro . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiyaan (a- b) 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian 
sebagai berikut: 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Kesepakatan Bersa:ma 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .•. 

dan 
PE1'rNGG1 ... 
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Rp . 
Rp . 
Rp . 

] . Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

Surplus/ Defisit 



LEMBARAN DESA TAHIJN 2018 NOMOR . 
Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(narna desa)/(cahun) 

. . . . .. [nama tanpa gelar) 

CARlK ... 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 

PETrNGOI . 

Diteta.pkan di . 
pad a tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Desa .... 

Peraruran Desa ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tabun 

berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek 

belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksana.kan tahun sebelumnya dan menyebabkan 

SiLPA akan dilaksanakan dalam tabun berjalan. Petinggi dapar mendahului 
perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi 
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD; 

Pasal 6 

(4) Kegiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus mernenuhi kriteria: 
a. bukan rnerupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerinta.h Desa dan tidak 

dapat diprediksi sebelumnya: 
b. tidak diharapkan terjadl secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengarub pemerinta.h Desa; 
d. rnemiliki dampak yang signifikan terhadap aoggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleb kejadlao yang Iuar biasa dan/atau 
pennasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 
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(Nama Tanpa gelar) 



'ITD 
( ) 

PETINOGI . 

KODE 
URAIAN ANOOARAN SUMBER 

REKENINO (Rp.) DANA 
1 2 3 4 5 

a b c a b 

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA 
PEMERlNTAH DESA ... 

TAHUN ANOOARAN 2019 

I...AMPlRAN PEJRATURAN DESA 
NO.MOR ..... TAHUN 2018 
'l'ENTANG ANOGARAN PENDAPATAN 
DAN BEL.ANJA DESA TAHUN 
ANOOARAN 2019 
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........... , ' . 



a. banwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Desa Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu 
menyusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Petinggi tentang 
Penjaba.ran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peri:mbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pc.merintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pe.mbentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nam.or 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae.rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587] sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir 
d.engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubaban kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'l'ahun 2015 Nomor 58, Tambaban 
Lemba:ran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5679); 

PETfNGG1 .•........ , 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA 

PERATURAN PETINGGI . 
NOMOR ... TAHUN 2018 

TENT ANG 

PENJABARA.N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

PE.TfNGGI ... 
KABUPATEN JEPARA 

Mengingat 

Menimbang 

G. Format Rancangan Peracuran Petinggi tentang Penjabaran APB Desa 



6. Peraturan Pemermtah Nomoi- 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2005 Nomor l37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4575); 

7. Peraturan Pemerlntah Nemer 43 Tahun 2014 tentang 
Peracuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tabun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik fndonesia Nomor 5717); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa ka1i diubab terakhir 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tabun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 t Tabun 2014 
teruang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraruran Menieri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 l); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 cenrang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (.Serita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor JO Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lem baran Daerah Kabupaten Jepara Tahu n 2013 Nomor 1 1 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ; 

13. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Su.mber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2015 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tabun Anggaran 2019 (Lembaran Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 

15. Peraruran Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 20 I 5 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan. dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dao Perangkat Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2015 Nomor JO} sebagaimana te1a.h 



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tabun Anggaran 2019 terdiri . 

PERA'J'URAN PETlNOGI TENTANO PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

diubah. dengan Peraruran Bupari Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 ten rang Perubahao Atas Peraturan Bupaa Jepara Nomor 
10 Tahun 20l5 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 
Penerimaan lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Pedoman IJmum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berlta 
Daerab l<abupaten Jepara Tabun 2015 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntab Desa (Serita 
Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Dana Bagian Dad Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara [Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
71 sebagaimaoa telah. diubah dengan Peraturan Bupatl Jepara 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubaban Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 7 Tabun 2016 tentang Pengelolaan 
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Rem'busi Daerah 
Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7); 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman PengeloJaan Keuangan Desa (Berlta Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tabun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Serita Oaerah 
Kabuparen Jepara Tahun. 2018 Nomor 58); 

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor ... ); 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tabun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2019 {Serita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 
... ]; 

23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pcmbangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tahun Nomor ); 

24. Peraturan Desa Nomor Tabun tentang Rencana Kerja 
Pemedntah Desa Tahun 20l9 (Lembaran Desa ... Tahun ... 
Nomor ... ); 

25. Peraruran Desa ... Nomor ... Tahun 2018 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 

. 53. 

Pasal 1 



. . ... .. . .... . . .. . (Nama Tanpa gelar) 

.SERITA DESA •. TAHUN 2018 NOMOR ......•.. 

. .. .. . (nama tanpa gelar) 

CARJK ... 

Diundangkan di ... 
pada tangga] .... 

Ditetapkan di . 
pad a taaggal .. 

PETINGGI .. 

Agar setiap orang dapat mengetabuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan 
Desa fni dengan penempatanaya dalam Berita Desa .... 

Peraturan Petinggi Inl rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Pe-njabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebib lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana 
kegiatan anggaran. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tak terpisabkan dari Peraturan Petinggi ini. 

Rp .. 
Rp . 
Rp . 

Rp ..•...................................... 
Rp . 

Rp . 
Ro . 
Rp . 
Rp •..... -· -·· . 
Rp . 

Rp ,- . 

Rp .. 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

l. Pendapatan Desa 
a Pendapatan AsU Desa 
b. Transfer 
c. Lain -lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja Desa 

c. Penyelenggaraan Pemerintab Desa 
d. Bidang Pembangunan 
e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
g. Bidang Penanggulangan Bencana. 

Darurat, dan Mendesak Desa 
Jumlah Belanja 
Su.rplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pernbiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a - b) 

Pasal 2 
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TIO 
( ) 

PETINGGI . 

KODE KELOARAN / 
ANGGARAN SUMBER 

REKENlNG URAIAN OUTPUT 
(Rp.) DANA VOLUME SATUAN 

l 2 3 4 s 6 7 
a b c a b c d 

LAMPfRAN PERATlJRAN PETlNGGl 
NOMOR ... TAHUN 2018 
'l'ENTANG PE:NJABARAN ANOOARAN 
PENDAPATAN DAN BEI..ANJA DESA 
TAHUN ANOGARAN 2019 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERlNTAH DESA ... 

TAHUN ANG GARAN 2019 
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........... , . 
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a. bahwa sebubungan terjacli perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2019; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Peratura.n Desa 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Uodang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5495): 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587} sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

DENGAN RAHMAT 'l'URAN YANG MAHA ESA 

PE:TINGGI , 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGOARAN 2019 

TENT ANG 

PERATURAN DESA ...... 
NOMOR ... TAHUN 2018 

PETINGGI ... 
l<ABUPATEN JEPARA 

Mengingat 

Menimbang 

I. Formal: Rancangan Peraruran Desa tentang Perubahan APB Desa 



6. Peraruran Pemerintah Namor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Le.mba.ra.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintab f\fomor 43 Tabun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik: 
lndonesia Tabun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir 
dengao Peraturan Pemerinta.h Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Peroerfntah Nomor 60 
Tabun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor I 11 Tahun 2014 
tent.ang Pedoman Tekn.is Peraturan Di Desa (Serita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

l l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan 
?rioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Serita Negara 
Republiklndonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan .Daerab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor l 0) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor I 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerab .Kabupaten Jepara Nomor JO Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Sumbcr Pendapatan .Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9): 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Dae-rah Kabupaten 
Jepara Tahun. Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tabun 2018 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor LO Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerab 
Kabupaten Jepam Tahun 2015 Nomor 10) sebagalmana telab 



Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA •.. 

dan 

PETINGGI •.. 

diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bu pad Jepara Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan. dan 
Penerimaan La.in Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangk.at Desa 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa [Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun, 2016 tentang 
Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
7) sebagaimana telah cliubah denga.n Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 7 Tabun 2016 temang Pengelolaan 
Dana Bagia.n Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7); 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tabun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2018 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58); 

21. Peracuran Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Alokasl Dana Desa di Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor ... ); 

22. Peraruran Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 
... J; 

23. Peraturan Desa .. . Nomor ... Tahun . .. ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tahun Nomor ): 

24. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... 
Nomor ... ); 

25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran 
Pendapat.an dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ... ); 

• 02 • 



Petinggi rnenetapkan Peraruran Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai laodasan operasiooal pelaksanaan 
Pe:rubaban APBDesa.. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum deism La.mpiranyang merupakan 
bagian tak cerpisahkan dari Peraturao Desa ioi: 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp .....•..............••..•.•....•••...••. 

Rp . 
Rp •..........•.....•...........•......... 
Rp . 
Rp . 

Pasal 2 

I. Pendapatan Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/(ber.kurang) 
Jumlah belanja setelab perubaban 
Surplus/(Defisit) setelab perubaban 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah penerirnaan setelah 
pe_rubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula Rp . 
b. Bertambab/(berkurang) Rp . 
JumJah pengeluaran setelab Rp . 
perubaban 

SelisihPembiyaan setelah perubahan (a- b) Rp . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah 
Rp .... ( ... ), bertambah/berkurang sejurnlah Rp .... ( ... ) sehingga menjadi Rp .... ( ... ) 
dengan rincian sebagai berfkut: 

Pasal 1 

PERATURAN DESA TENTANO ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA ...• TAHUN ANOGARAN 2019 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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LEMBARAN DESA TAHUN 2018 NOMOR . 

Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama desa)/(tabun) 

.. . . . . (nama tanpa. gelar} 

CARIK ... 

Diundangkan dl ... 
pad a tanggaJ .... 

PETLNOGJ •................. 

Ditetapkan clJ .•••••.••.••.• 
pada tanggaJ . 

Aga:r setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu:ran 
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .... 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 4 
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bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 
Nomor iahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun 
Peraturan Petinggi tenta.ng Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten.tang Pernbentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Aru:ara Pemerintab Pusat dan Pernerintah Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara RepublJk Indonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenr.ang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495): 

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lem.baran Negara Republiklndonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan .Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4575]; 

PETINGGT . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Me.nimbang 

PERATURAN PETINOOI . 
NOMOR ... TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANOGARAN 2019 

PETLNGGI ... 
KABUPATEN JEPARA 

J. Format Rancangan Peraturan Peunggi tenta.ng Penjabaran Perubahan APB 
Desa 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan LJndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemeri:ntah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republfk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5717); 

8. Peraruran Pernerintah Nomor 60 Tabun 2014 tenLang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerinta.h Nomor 8 Tahun 2016 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedaroan Teknis Peraturan Di Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2018 Noroor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tabun 2017 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraturan Daerah Kabuparen Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 20 l3 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Noroor 11, 
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10) ; 

13_ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lernbaran Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor l O Tabun 2015 ten tang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Serita Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah 
cliubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 lentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
LO Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 
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Ao.ggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah 
Rp .... ( ... ) bertambah/berkurang sejumlah Rp .... ( ... ) sehingga menjadi Rp .... ( ... ) 
denzan rincian sebaeai berikut: 

PERATURAN PET£NGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJADESA .... TAHUN ANOOARAN 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Penerimaan Lam Yang Sa.h Bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
(Serita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

16. Peraturan Bupan Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerab dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
7) sebagaimana Lelah dlubah dengan Peratura.n Bupati Jepara 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratnran 
Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Dana Bagian Dari H.asil Pajak Daerah den Retribusi Daerah 
Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2017 Nomor 7); 

19. Peratu.ra.n Bupati Jepara Nomor 52 Ta.hun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaien Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58): 

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
Tahun Aoggaran 2019 (Berita Daerah Ka.bupaten Jepara 
Tabun 2018 Nomor ... ): 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepa.ra Tahun 2018 Nomor 
... ) ; 

23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Ta.hun ... - ... 
(Lembaran Desa Tahun Nomor ); 

24. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja 
Pernerintab Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... 
Nornor ... ); 

25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan 
Aoggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2019 (LembaranDesa ... Tahun 2019 Nomor ... 1; 

• 68. 

Pasal l 



Rp . 
Rp . 
Rp ..........•..•.......................•... 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp ..........•............................. 
Rp .........................•..•...... ··- .. 
Rp . 

Rp . 
RP-·········· . 
Rp . 

Rp . 
Rp ··-········· 
Rp . 

Rp ...•............•...................... 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp ....................•.................. 

Rp . 
Rp ................................•...... 

Rp.. .. . .. . . . 
Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

2. Belanja Desa 
2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

J umlah setelah perubahan 
2.2 Bidang Pernbangunan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakai 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, 
Da:rurat, dan Mendesak Desa 
a. Semula 
b. Bertambab/[berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

1. Pendapatan Desa 
1 . 1 Pendapatan Asll Desa 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah PADesa setelah perubahan 

1.2 Transfer 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan transfer setelah 
perubahan 

1.3 Lain -lain Pendapatan. yang sah 
a. Semula 
b. Bertambab/(berkurang) 
Jumlah lain-lain pendapat:anyang sab 
setelah perubaban 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
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SERITA DESA TAHUN 2019 NOMOR . 

. ... . . (nama tanpa qelar] 

CARTK ... 

....... {Noma Tanpa ge/ar) 
Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 

PET1NOG1 ..•........•...... 

Ditetapkan di . 
pada tanggal •............ 

Agar setiap orang dapatmengetahuinya, mem.erintahkan pengundangan Peraruran 
Desa ini dengan penempatannya dalam Belita Desa .... 

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pa.sal 4 

Pelaksa.naan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 
ditetapkan dalam Peraruran ini dituangkan Lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan clan Kepala Seksi 
pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dart Peraturan Petinggi .ini, 

Rp ........•.... I ••••• I ••••••••••••••••••• 
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Rp ..•.....••.•............................. 
Rp . 
Rp . 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/{berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a- b) 

Pasa.1 2 
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